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Pencemaran udara di kawasan industri menjadi semakin mendesak di
Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan salah satu pusat
industri utama di Jawa Timur. Perkembangan industri yang pesat di wilayah ini
berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, yang berdampak negatif
pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem. Karena itu, regulasi yang
efektif sangat penting untuk mengatur penggunaan ruang dan melindungi kualitas
lingkungan. Penerapan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 mengenai Rencana Tata
Ruang merupakan langkah strategis untuk mencegah dan mengurangi pencemaran
udara di kawasan industri Sidoarjo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Bagaimana Implementasi Pasal
41 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dalam penanggulangan polusi udara di
kawasan industri Sidoarjo? 2).Bagaimana prinsip-prinsip fiqih siyasah yang relevan
dalam konteks penanggulangan polusi udara? Penelitian ini bertujuan untuk: 1).
Untuk mengetahui Implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009
dalam penanggulangan polusi udara di kawasan industri Sidoarjo? 2).Untuk
mengetahui prinsip-prinsip  fiqih siyasah yang relevan dalam konteks
penanggulangan polusi udara? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
menggunakan penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan dengan
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan analisis data kualitatif. Triangulasi digunakan untuk pengecekan
keabsahan data.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1.Peraturan Daerah ini mencakup
berbagai aspek mengenai penggunaan lahan serta kewajiban bagi pengelola industri
untuk mematuhi peraturan lingkungan. Pasal 41 dari peraturan tersebut secara
khusus menyoroti pentingnya upaya untuk menangani pencemaran udara. Namun,
pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas pelaksanaan pasal ini
dalam mengatasi pencemaran yang terjadi di kawasan industri. Penelitian ini akan
mengkaji seberapa jauh pasal tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap kualitas
udara di Sidoarjo 2. Dalam perspektif fiqih siyasah, penanggulangan pencemaran
udara ini juga mencerminkan pelaksanaan prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan
la dharar wa la dhirar (tidak membahayakan dan tidak saling membahayakan), yang
menjadi landasan penting dalam kebijakan publik Islam. Pengawasan ketat
terhadap aktivitas industri oleh pemerintah mencerminkan peran wilayah al-hisbah,
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yaitu fungsi pengawasan negara untuk mencegah ketidakadilan dan kerusakan di
tengah masyarakat. Dengan demikian, melainkan juga implementasi nyata dari
nilai-nilai syariat dalam tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
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Air pollution in industrial areas is becoming increasingly urgent in
Indonesia, especially in Sidoarjo Regency, which is one of the main industrial
centers in East Java. Development. Rapid industrial development in this region has
the potential to result in a decline in environmental quality, which has a negative
impact on public health and ecosystem sustainability. Therefore, effective
regulation is essential to regulate space use and protect environmental quality. The
implementation of Regional Regulation No. 6 of 2009 concerning Spatial Planning
is a strategic step to prevent and reduce air pollution in the Sidoarjo industrial area.

Formulation of the problem in this research: 1). How is Article 41 of
Regional Regulation Number 6 of 2009 implemented in dealing with air pollution
in the Sidoarjo industrial area? 2). How are the principles of siyasa figh relevant in
the context of combating air pollution? This research aims to: 1). To find out about
the implementation of Article 41 of Regional Regulation Number 6 of 2009 in
dealing with air pollution in the Sidoarjo industrial area? 2). To find out the
principles of siyasa figh that are relevant in the context of combating air pollution?
This research is qualitative research using field research. Data was collected using
in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis uses qualitative
data analysis. Triangulation is used to check the validity of the data.

Research results show that: 1.This Regional Regulation covers various
aspects regarding land use as well as the obligation for industrial managers to
comply with environmental regulations. Article 41 of the regulation specifically
highlights the importance of efforts to address air pollution. However, the question
that arises is to what extent the implementation of this article is effective in dealing
with pollution that occurs in industrial areas. This research will examine how far
this article is implemented and its impact on air quality in Sidoarjo 2. From the
perspective of siyasah figh, combating air pollution also reflects the implementation
of the principles of hifz al-nafs (protecting the soul) and la dharar wa la dhirar
(doing no harm and no harm to each other), which are important foundations in
Islamic public policy. The government's strict supervision of industrial activities
reflects the role of the al-hisbah area, namely the state's supervisory function to
prevent injustice and damage in society. Thus, it is also the real implementation of
sharia values in just and sustainable environmental governance.
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